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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N 

Nomor 66/Pdt.G/2018/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis,  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara: 

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh

harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

di  Kabupaten  Batu  Bara,  selanjutnya  disebut  sebagai

Pemohon;

Melawan

Termohon,  umur  42  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan

Jualan,   kewarganegaraan Indonesia,  tempat tinggal  di

Kabupaten  Batu  Bara,  selanjutnya  disebut  sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  09

Januari 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kisaran  dengan  register  Nomor:

66/Pdt.G/2018/PA.Kis.  tanggal  09  Januari  2018,  yang  isinya  pada

pokoknya sebagai berikut :
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1.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri  yang sah menikah

pada tanggal  5 April  2012 sesuai  dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

322/42/IV/2012  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

2.Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon

berstatus janda tidak memiliki anak;

3.Bahwa setelah menikah,  Pemohon dan Termohon tinggal  bersama di

rumah orangtua Termohon di Desa Bulan-Bulan, Kecamatan Lima Puluh,

Kabupaten Batu Bara selama dua tahun lamanya, kemudian Pemohon

dan Termohon pindah ke rumah kediaman besama sebagiamana pada

alamat Termohon tersebut di atas, dan terakhir Pemohon dan Termohon

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

4.Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai

suami istri (ba’da dukhul), dan sudah mempunyai dua orang anak yang

bernama;

- Anak kandung I (pr), umur 5 tahun

- Anak kandung II (lk), umur 3 tahun

5.Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun

dan damai, setelah itu mulai pertengahan bulan Juni tahun 2014 antara

Pemohon  dan  Termohon  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

a.Termohon  selalu  merasa  kurang  dengan  biaya  nafkah  kebutuhan

rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon, dan akibat pertengkaran

tersebut Termohon sering malas melayani kebutuhan Pemohon, dan

ketika  Pemohon  berusaha  menasehati  Termohon,  Termohon  justru

berkata-kata kasar kepada Pemohon;
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6.Bahwa   sekitar  awal  bulan  september  tahun  2017  Pemohon  dan

Termohon  kembali  selalu  berselisih  disebabkan  Termohon  selalu

bercerita tentang uang yang dipegang oleh Termohon tidak cukup untuk

memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon,  dan

karena  Pemohon  sudah  tidak  sanggup  dengan  cerita  Termohon

tersebut,  akhirnya  Pemohon  mengucapkan  kata-kata  cerai  kepada

Termohon;

7.Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pada   awal   bulan  Nopember  tahun  2017  yang

disebabkan Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon telah

mengambil  uang  yang  disimpan  oleh  Termohon,  padahal  Pemohon

melakukan hal tersebut disebabkan Pemohon kesal terhadap Termohon

yang  tidak  pernah  memberikan  uang  kepada  Pemohon  untuk  modal

usaha  Pemohon,  dan  akibat  pertengkaran  tersebut  Termohon  hingga

mengusir  Pemohon,   meskipun  Pemohon  sudah  meminta  maaf  dan

bersedia mengembalikan uang yang telah diambil oleh Pemohon;

8.Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak

pertengahan bulan Nopember tahun 2017 dan sampai sekarang tidak

pernah melakukan hubungan suami istri;

9.Bahwa  permasalahan  rumah tangga  antara  Pemohon dan  Termohon

sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10.Bahwa  dikarenakan  hal-hal  yang  telah  Pemohon  uraikan  di  atas,

Pemohon  merasa  tidak  sanggup  bersabar  dan  tidak  ridho  lagi

beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan

Termohon;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

      Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon

agar  Ketua  Pengadilan  Agama  Kisaran  Cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa dan mengadili  perkara ini,  selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon (Pemohon)  untuk  menjatuhkan  talak

satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan

Agama Kisaran;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

             Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa terhadap hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon  dan

Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, terhadap panggilan mana

Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menasehati  Pemohon agar  rukun

kembali dalam  rumah  tangga.  Atas  nasehat  Majelis  Hakim  tersebut,

Pemohont  menyatakan  mencabut  Prmohonannnya  karena  Pemohon

materiil  dan  Termohon  telah  rukun  kembali  dan  mohon  diberikan

penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim

cukup  menunjuk  kepada  semua peristiwa  hukum yang  terdapat  dalam

berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  huruf  (a)  Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut)  jo.  Pasal  73 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989

tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini

Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  seoptimal

mungkin untuk menasehati Penggugat  dan berhasil sehingga ketentuan

pasal  31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah  Nomor 9 tahun 1975 jo

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan

pertama dari  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah

untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah

terpenuhi; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon dihadapan  Majelis  Hakim  secara

lisan menyatakan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini  dan

mencabut  perkaranya,  karena  Penggugat dan  Tergugat  telah  rukun

kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv

bahwa  gugatan dapat  dicabut  secara  sepihak  jika  perkara  belum

diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon belum memberi

jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari

Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319

disebutkan :

المدعى    لبة البمطا وليحكم

Artinya :  Hakim tidak boleh memutuskan perkara  kecuali  berdasarkan

kepada tuntutan Pemohon; 

Menimbang,  bahwa   Pemohon telah  mengajukan  dan

menyampaikan  keinginannya  secara  lisan  untuk  mencabut  perkaranya

dengan alasan karena Pemohon ingin mempertahankan keutuhan rumah

tangganya dan hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka Majelis

Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon  telah memenuhi

ketentuan  pasal-pasal  dan  dalil  syar’i tersebut  di  atas  oleh  karena  itu

pencabutan tersebut dapat dikabulkan; 
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut

telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari gugatan ini dibebankan

kepada Pemohon (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor  3 tahun 2006

yang telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009),

sejumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku serta hukum syara’  yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

66/Pdt.G/2018/PA.Kis. dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp741000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu  rupiah);

 Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam rapat  permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 17

April  2018  Masehi,  bertepatan dengan tanggal  30 Rajab 1439  Hijriyah,

oleh  kami  Dra.  Hj.  Nurul  Fauziah,  MH sebagai  Ketua  Majelis,  Mhd.

Ghozali,  S.HI dan  Mardha  Areta,  SH,,  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018

Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriyah, dalam sidang

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi

para  hakim  Anggota  tersebut,  dengan  dibantu  oleh  Rosmintaito,  SH

sebagai  Panitera  Pengganti  dihadiri  oleh  Pemohon  tanpa  hadirnya

Termohon.

                                  Ketua Majelis
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                                            Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

   

                Hakim Anggota                                           Hakim Anggota

            

    Mhd. Ghozali, S.HI.                           Ervy Sukmarwati, S.HI, MH.

                                                  Panitera Pengganti

                                                     Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran      : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses              : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan         : Rp. 650.000,00

4. Biaya Redaksi            : Rp.   5.000,00

5. Biaya Materai                 :                Rp.                 6.000,00

   Jumlah                        : Rp. 741.000,00 

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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